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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data secara kualitatif dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di PKPU 

Bukittinggi bidang ekonomi masih tergolong minim dan alokasi dana yang 

kurang memadai dibandingkan dengan program yang bersifat konsumtif. 

Apabila dilihat dari aspek elemen pemberdayaan selain program ekonomi, 

program penanggulangan bencana dan pembangunan fasilitas umum 

termasuk program pemberdayaan masyarakat. Karena program ini memuat 

elemen memandirikan masyarakat dengan mengelola pembangunan 

fasilitas umum yang berfungsi sebagai layanan masyarakat dengan 

memberdayakan masyarakat local untuk melaksanakannya dengan 

bersinergi bersama PKPU Bukittinggi dan mitra PKPU Bukittinggi. Maka 

dapat disimpulkan bahwa visi yang diusung oleh PKPU sebagai lembaga 

yang membangun kemandirian telah sesuai dengan realisasi di lapangan. 

2. Program-program PKPU yang termasuk program pemberdayaan 

masyarakat dilihat dari perspektif teori pemberdayaan sudah memenuhi 

sebagian besar konsep dan prinsip pemberdayaan serta karakteristik nya. 

Sedangkan dalam aspek tahapan pemberdayaan, masih tergolong minim 

yaitu pada item tanggung jawab, perubahan dan upaya yang lebih besar 
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untuk mencapai hasil yang maksimal. Sedangkan pada aspek evaluasi 

pemberdayaan tingkat kepuasan, kepercayaan diri, kreativitas dan 

kemampuan manajerial masih tergolong minim. 

3. Ketidakmaksimalan terlaksananya program pemberdayaan masyarakat 

PKPU  Bukittinggi dilatarbelakangi oleh beberapa kendala yaitu: kendala 

dana yang terbatas untuk penyaluran kegiatan pemberdayaan yang 

membutuhkan dana besar. Selain itu kendala sikap mental penerima 

bantuan yang tidak kooperatif dan kebiasaan sebagai penerima bantuan 

konsumtif menyebabkan mereka ingin instan dalam hasil program. Aspek 

keterbatasan tenaga PKPU dalam melakukan pendampingan dan 

pembimbingan yang insentif dalam perjalanan program juga menjadi 

kendala tercapainya target yang maksimal. 

 
B. Rekomendasi 

Berdasarkan kajian literatur dan hasil temuan penelitian serta 

kesimpulan yang didapatkan, maka kami menyampaikan beberapa 

rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi studi dan rekomendasi praktis. 

1. Rekomendasi Studi 

a. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan sehingga 

evaluasi pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan secara 

bertahap dimulai dari sebelum program dilaksanakan, awal 

pelaksanaan program, dan evaluasi periodik setelah pelaksanaan 

program, untuk itu diperlukan studi lebih lanjut mengenai evaluasi 
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pemberdayaan pada tiap-tiap tahapan dalam pelaksanaan 

pemberdayaan tersebut. 

b. Pemberdayaan masyarakat merupakan kajian yang luas, dalam 

penelitian ini baru melihat aspek partisipasi PKPU dalam program 

pemberdayaan perspektif teori pemberdayaan masyarakat. Penelitian 

ini belum menyentuh kepada solusi, penerapan teknik dan pola 

pemberdayaan yang ideal. Oleh sebab itu, masih terbuka studi lebih 

lanjut tentang hal tersebut. 

 

2. Rekomendasi praktis 

a. PKPU sebagai lembaga yang mengusung misi pemberdayaan 

seyogyanya lebih berusaha memaksimalkan program-program 

pemberdayaan untuk menjadikan potensi zakat, infak dan sadakah 

lebih produktif dan membangun kemandirian masyarakat. 

Memaksimalkan program dalam artian memberikan porsi atau kuota 

yang lebih besar untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

b. Agar tercapai target dan hasil yang lebih maksimal memberdayakan 

masyarakat dan menciptakan kemandirian masyarakat,  program 

pemberdayaan ekonomi PKPU Bukittinggi seyogyakan diperluas 

skopnya dan dilaksanakan sesuai dengan panduan siklus dan tahapan 

pemberdayaan masyarakat dan dirancang dengan teknik dan pola 

pemberdayaan masyarakat. 
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c. Untuk mewujudkan terlaksananya program pemberdayaan masyarakat 

yang lebih ideal dibutuhkan kerjasama dengan lembaga-lembaga 

pemberdayaan masyarakat yang telah berpengalaman dalam 

merealisasikan program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM dan 

lembaga lainnya. Bentuk kerjasama bisa dalam bentuk pelatihan 

pembinaan dan kemitraan kerja. 


